
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 4 4  TA H U N  2017

TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

ICABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,
Menimbang :  bnhwa untuk  melaksanaluin ketentuan pasal 9  Peraturan

Daerah Nomor 7  Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan d a n
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tuga.s, Fungsi dan
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Laut;

Mcngingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai Lau t  d i  Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara  Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 3
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nornor 2 4 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2 0 1 5
tentang Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 5  tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  N o m o r  5 8 ,
Tambahan L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun  2 0 1 6  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nornor 11 4 ,  Tambahan Lembaran Negare.
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bonggai L a u t  Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran D a e r a h  Kabupaten Banggai L a u t
Tahun 2 0 1 6  Nornor 7 ,  Ta.mbahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);



MEMUTUSKAN :
Mcnetapkan P E R A T U R A N  B U PAT I  T E N TA N G  U R A I A N  T U G A S ,

FUNGSI D A N  TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i  s e  bagai u n s u r

penyelenggara Pemerintahan Daerah  y a n g  memimpin
pelaksanaan u r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banggai Laut.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat pengawas Fungsional

yang berada dibawah d a n  bertanggung jawab kepada
Bupati.

6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat K.abupa.ten. Banggai
Laut.

7. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten litanggai Laut.

8_ Inspektur Pembantu Wilayah adalah pejabat struktural
yang melaksanakan pengawasan t e r h a d a p  u r u s a n
pemerintahan di Daerah sesuai bidang tugasnya.

9. kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan h a k
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelasanaan tugasnya di dasarkan pada keattlian atau
keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB U
KEDUDUKAN

Pasal 2

(I) Inspektorat merupakun Unsur Pengawas Penylenggaraan
Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin o l e h  seorang Inspektur d a l a m
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Bupati
melalui Sckretaris Daerah Kabupaten.



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Inspektorat mempuriyai tugas membantu Bupau mcrnbtna
dan tnengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
rnenjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh
Perangkat Daerah.

(2) Da_lam melaksanakan tugas sebagaimnna dimaksud dalam
ayat Inspektora t ,  mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

kcuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB I V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat tcrdiri atas :
a. Inspektur,
b. Sekretaris, membawahi :

1. sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. sub bagian Perenc.anaan dan Keuangan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah 1;
d. Inspektur Pembantu Wilayah 11; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
lnspektur

Pasal 5

(1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati  dalam
melaksanakan Penyusunan dan  Pelaksanaan Kebijakan
Daerah di Bidang Pengawasan.



(2) Dalam melaksanakan tugas scbagaunana di maksud pada
ayat (II, Inspektur Kabupaten mempunyai fungsi :
a. merumuskan Program Kerja Inspektorat bcrdasarkan

Kebijakan Urnum kcpa la  Dacrah d a n  Ketcntuan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
kerja;

b. mengkoordinasikan, pengawasan dan  mengendalikan
penyelenggaran k e g i a  tan pengawasan pemcrintah
umum daerah d a n  desa/kelurahan yang  meliputi
Inspektur Pcmbantu wilayah 1,  lnspektur Pembantu
Wilayah 1 1  sesuai  dengan Praturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. rncmonitor d a n  mengevaluasi h a s i l  pelaksamaa
pengawasan di Daerah;

d. mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi
terkait dalam raagka kelancaran pelaksanaan tugas
pengawasan di Daerah;

e. membina organisasi, pelaksanaa administrasi d a n
tatalaksana Berta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan tugas pengawasan di Daerah;

f. menimuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang
di butuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di
daerah;
memberikan saran dan pertimbangan kepada. Kepala
Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil
dibidang tugasnya;

h. membuat laporan pertanggura, jawaban LAK1P kepada
Bupati; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan
bidang pengawasan sesuai petunjuk Bupati.

g.

Bagian Kedua
Sekretaris
Paragraf 1

Umum

Pasal 6

(I) Sekretaris Inspektorat berkedudukan di bawah Inspektur
dan mempunyai t u g a s  membantu Inspektur d a l a m
menyusuri arah kebijakan dan program strategis bidang
pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada
ayat (11, Sekretaris Inspektur kabupaten mempunyai
fungsi
a. mere n eztnakan , m e n g a t u r  d a n  m e n g a w a s i

terselenggaranya penyusunan program kerja rencana
kegiatan pengawasan dan pemutakhiran data serta
pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat;



b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pengelolaa.n administrasi pengawasan d a n  pengaduan
masyarakat y a n g  mencakup inventarisasi, evaluasi
pcnilaian dan pelaporan serta pengebalaan data statistic
hasil pengawasan;

c. merencanakan, mengatur dan mengawasi tersclenggaranya
urusan kctatausahaan s u r a t  menyurat,  kepegawaian,
perlengkapan dun rumah tangga di lingkungan Inspektorat;

d. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang
tugasnya;

e. membuat laporan pelaksanaan tugas  scbagai b a h a n
informasi dan evaluasi; dan

f. mcluksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7
Sub Bagian Kepegawaian dan Uutunt mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengelolaan urusan tata  usaha mclipuu

surat menvurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan
sesuai petunjuk tcknis administrasi perkantoran;

b. mengatur dan memberikan pelayanan alat-alat Lulls kantor
dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi
dilingkungan. Inspektorat;

c. mengatur dan memelihara kebersihan dan kerapian kantor
serta halaman kantor,

d. mengumpulkan, mengolah administrasi data kepegawaian;
c. melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul

kepangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi.
kettaaikan ga j i  berkala, cut i ,  pembuatan karis/karsu,
taspen,DUK, nominatildan DP3;

f. mengatur dan menyusun usul  pendidikan dan  latihan
pegawai;

g. mengatur d a n  mrnyusun rekapitulasi absensi se r ta
memonitor disiplin pegawai;

h. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan di daerah;

i. melaksanakan administrasi laporan pengawaskat;
j. melaksanakan a d m i n i s t r a s i  pcngaduan-pengaduan

masyarakat balk secara langsung maupun tidak langsung;
k. menyinpkan d a n  menyampaikun  l a p o r a n  h a s i l

pemutakhiran data dan hasil gelar pengawasan;
1. pelaksanaan evaluasi  d a n  peni laian l a p o r a n  h a s i l

pengawasan;
m. menyiapkan dan membuat laporan LAKIP hasil pegawasan;
n. memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya; dan
u. melaksanakan tugas lain yang dam:Tamil ()lett atasan.



Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Pasal 8
Sub Raglan Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai
fungsi
a. pengorganisasian µenyiapan rencana tahunan (Renstra dan

RPJM)1program kcrja pengawasan dan fasilitasi;
b. menyusun rencana g e l a r  pengawasan d a n  kegiatan

pemutakhiran data;
c. mcnghimpung d a n  menyimpan peraturan perundang-

undangan yang bcrhubungan dcngan kegiatan pengawasan;
d. rnenyiapkan laporan d a n  penyusunan d a t a  statistik

Inspektorat;
e. mcnyiapkan dokumentas i  d a n  p c n g o l a  han d a t a

pengawasan;
f. pcnyusunan rencana anggaran keuangan berdasarkan

bahan-bahan masukan satuan/organisasi lnspektorat;
g. menyelenggara kan u r u s a n  admin is t ras i  k e u a n g a n

Inspektorat tentang penerimaan dan pcngeluaran:
h. menyelenggarakan pembuk-uan dan pertanggung jawaban

keuangan serta perhitungan eveluasi pembendaharaan;
i. menyelenggarakan k e g i a t a n  pengurusan  k e u a n g a n

perjalanan dinas Inspcktur dan pcgawai yang di tugaskan
sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

j. mengatur, memelihara dan merav:at barang inventari serta
membttat daftar dan laporan barang inventaris kantor,
dalam h a l  i n i  d a p a t  b e k e r j a s a m a  d c n g a n
bcndahara/ pengurus bara ng;

k. memberikan bimbingan teknis, mengawasi pelaksanaan
tugas terhadap bendahara pengeluaran, bendahara gaji,
pembantu bendaharawan dan bendahara/pengurus barang;

L menyusun laporan Keuangan dan Aset lnspektorat;
m. memberikan saranitelaahan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya;
n. memberikan laporan pelaksanaan togas-togas scbagai

bahan inforrnasi dan evaluasi; dan
o. mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ()Leh atasan.

Bagian Ketiga
Inapektur Pembantu

Palm! 9
Inspcktur Pernbantu mcmpunyai tugas :1 1
a. merencanakan. mengatur dam mengawasi terselenggaranya

pembuatan program k e r j a  pemeriksaart, pelaksanaan
pemerilcsaan sesuai dengan pembagian wilayah kc r ja
terhadap pelaksaanaan urusan pemerintahan dacrah dan
penanganan kasus pengaduan masyarakat;



b. inspektur Pembantu Wilayah dapat mambawahi wilayah
kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/Satuan
Kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Keeamatan
serta Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang meliputi
pengawasan sesuai surat keputusan pembagian wilayah
kerja dalam bidang pemerintahaan, pembanguan d a n
kemasyarakatan;

c. mcmbuat usulan program pengawasan di wilayah kerja;
d. mengkoordinasikan pela.aksanaan pengawasaan secara

terpadu dala.m rangka optimalisasi organisasi pelaksaan
tugasnya;

e. rnelasa.nakan pemeriksaan, pcngusutan, pengujian d a n
penilaian tugas-tugas pengawasan;

f. melaksanakan tugas berdasarkan pembagian w i l a y a h
kerja/jadwal Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT)
dan pemeriksaan khusus sesuai keputusan Inspektur
Kabupaten Banggai taut;

g. menyusun dan rnembuat Laporan Hash Pemeriksaan dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melaksanakan expose
terhadap hal-hal yang prinsip;

h. memberikan saranitelaahart kepada atasan sesuai dengan
tugas di wilayah kerjanya;

i. membuat laporan pelaksaan tugas sebagai bahan informasi
da evaluasi; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Funsional

Pasal 10

II) Kelompok Jabatan Fungsional d i  Inpektorat terdiri atas
tenaga fungsional auditor dan Jabatan Fungsional lainnya
yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan bidang kcahliannya yang dipimpin o▶eh
seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan
tanggungjawab kepada lnspektur.

(2) Kclompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
a. melaksanakan program kerja pemeriksaan yang telah

disusun oleh Inspektur Pembantu sesuai bidang tugas
meliputi pengawasan kinerja organisasi d a n  urusan
pemerintahan daerah serta pcnanganan kasus-kasus
pengaduan masyarakat;

b. melaksanakan tugas pembinaan wilayah ker ja  d a n
pengawasan pada instansijaatuan kerja di  lingkungan
daerah d a n  kecamatan ser ta  desa keluruha.n a t a u
sebuta▶n lainnya yang meliputi pengawasan dalam bidang
petnernitahari, b i d a n g  pembangunan d a n  b i d a n g
kemasyara kata.n;



c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan
secara terpadu dengan inspektur kabupaten d a n
unsur-unsur terIcait lainnya dalam rangka optimalisasi
petaksanaan tugas;

d. melaksanakan pengumpulan d a t a /  informasi d a l a m
rangka pemeriksaan pcndahuluan;

e. melaksanakan monitoring dan evuluasi alas pelaksanaan
kebijakan Pemerintahan Daerah;

f. mendampingi dan membantu memberikan keterangan
dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus atas
hasil pengawasanfaudit;

g. memberikan saran/telaahan kepada a tasan sesuai
dengan rugas di wilayah kerjanya;

h. menyusun dan membuat laporan basil pemeriksaan dan
tindak lanjut basil pemeriksaan;

i. melaksanakan tugas-tugas la in  yang diberikan oleh
atasan.

Pasal 11

(1) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan
dan beban kerja.

(2) Jenis dan jenjang Tenaga Fungstonal diatur bedasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan tcrha.dap tena.ga fungsional dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
pemerintah daerah ser ta  dengan instansi l a i n  d i  W a r
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan s a t u a n  organisasi w a j i b  mengawasi
bawahannya rasing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang dipertukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pimpinan sa tuan  organisasi bertanggung j a w a b
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan satuan organisasi waj ib mengikuti d a n
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan mcnyiapkan laporun berkala tcpat peda
wa ktu nya



(5) Setiap laporan yang diterima okh Pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dim untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
a. Peraturan Bupati Banggai Laut  Nomor 3 4  Tabun 2 0 1 5

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata  Kerja Insfektorat
Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Laut Tahun 2015 Nomor 34).

b. Peraturan Bupati Banggai Laut  Nomor 1 3  Tahun 2 0 1 6
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Insfektorat
Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten l3anggai
Laut Tahun 2016 Nomor 13).
dicabut dan dmyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati, ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sr t iap  orfing mengetabuinya, memerin lah kan
Pengundangan Peraturan Bupati in i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Diteta.pkan di l3anggai
pada tango.' 1 3  3  tiVa .240l1

(BUPATI BANGGAI LAUT,

Diundangkan di Banggal
pada tanggal 1 3  .3...mi a l ,  11'

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATfN BANGGAI LAUT

2-40'4-ec

FURQANUDD1N MAinft1L1

BERITA DAERAH KABUPA urari BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 411-1


